ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi karyawan terhadap perusahaan yang diputuskan pailit
terdapat pada Pasal 95 ayat (4) dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang serta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 67/PUU-X1/2013. Namun dalam implementasinya masih banyak sekali
dijumpai lemahnya perlindungan hukum terhadap karyawan pada perusahaan yang
dinyatakan pailit, in cassu pailitnya PT. Nyonya Meneer belum bisa melindungi
hak-hak karyawan. Atas hal tersebut, terdapat upaya hukum berdasarkan Pasal 26
ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan tentang tuntutan
tehadap kurator. Tuntutan tersebut dilakukan dengan cara berdasarkan Pasal 71 ayat
(2) dan Pasal 77 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal tersebut mencantumkan upaya
yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum karyawan sebagai
kreditor. Penelitian hukum pada skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum
normatif.}Jenis penelitian hukum normatif ini dengan pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach)
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